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ABSTRACT

Factors causing the crime of fencing include many factors the crime of theft; jeranya not factor in the theft offender committed the crime of theft: theft perpetrators are not caught factors, temperament factors (charakter) and environmental factors. 
The considerations that the judge used the course receive criminal. Sentence imposed is likely to be an advanced weight than if he was trying to help the judge to expedite the examination in the trial court. Criminal punishment against the fence is lighter than the thief, because in this case the thieves still get a profit by selling goods to the fence. Namely the pecuniary gain from the sale of fencing stolen goods. While a fence still have to buy and pay for it with money which turned out to be stolen goods. These are the factors in imposing sentence severity to be considered by a panel of judges who hear the case in relation to the theft and fencing. 
And then the author will address the criminal punishment of the perpetrators of the crime of fencing in the District Court against Samarinda.Penjatuhan criminal criminal criminal threats fencing is lighter than the theft. Therefore, the fence still must pay or fees for the goods that are fenced.
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Kodrat alam, manusia  selalui hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan itu terjadi dari dua orang . Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu saja.


Aristoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno dalam ajarannya menyatakan bahwa manusia itu adalah  Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dengan demikian betapapun kejamnya manusia yang hidup  di dunia ini, mereka tetap merupakan manusia yang berstatus sosial dimana mereka tetap merupakan manusia yang berstatus  sosial dimana mereka tidak bisa melepaskan diri dengan sesama manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.


Di dalam kehidupan masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerja sama, saling bantu membantu guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Di negara kita yang sedang berkembang dan adanya perkembangan jaman yang semakin modern mereka saling berlomba dan adu cepat dalam segala hal,  terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka akan melakukan berbagai macam cara agar bisa berhasil. Ada mereka yang menempuh cara yang bersifat positif dan adapula yang menempuh cara yang bersifat negatif. Cara yang positif misalnya : meningkatkan usaha, lebih giat bekerja agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin, meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dan lain sebagainya. Adapun cara yang bersifat negatif biasanya ditempuh dengan melanggar hukum atau dengan melakukan suatu tindak pidana.


Salah satu cara negatif tersebut adalah dengan bertindak sebagai penadah ( tukang tadah ) yaitu menadah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan,  yang dilarang oleh Undang-Undang.


“Terhadap orang bertindak sebagai penadah (tukang tadah) ini dapat  dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan, yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP diatur di dalam Buku II, Bab XXX, Pasal 480-482 KUHP. Pasal : 480.


Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun  atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.

Ke    I   : Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima  gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau  sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke   II   :  Barang siapa menarik keuntungan dari sesuatu benda,  yang  diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. 1) Moeljatno, KUHP, Yogjakarta , Gadjah Mada University Press, 1982, hal. 158

Dari perumusan pasal 480 KUHP di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat  dikatakan seseorang  melakukan tindak pidana penadahan, barang –barang yang ditadah itu haruslah berasal dari kejahatan.

Jadi adanya tindak pidana penadahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akan lebih meyakinkan adanya suatu kejahatan yang lain yang terjadi sebelumnya.

Satauchid Kartanegara mengemukakan bahwa :


“Tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan –kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang lain yang bersedia menerima hasil kejahatan” 2) P.A.F. Lamintang, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Bandung, Sinar Baru, 1989 : hal.337
Adanya orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya itu, pelaku kejahan-kejahatan yang terjadi sebelumnya merasa mempunyai tempat untuk menyalurkan barang-barang hasil kejahatan.


Dengan demikian masalah penadahan itu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi  sebelumnya, antara lain : penipuan, penggelapan dan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita adalah  penadahan barang-barang yang berasal dari  pencurian.


Tindak pidana penadahan, yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana pencurian ini, adalah  merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita.


Terhadap kejahatan harta benda yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya penadahan yang dilakukan setelah Selesainya tindak  pidana pencurian ini, negara telah menetapkan dan  menerapkan sanksi bagi pencuri dan penadahnya, Sanksi tersebut adalah berupa Pidana. 

Menurut Sudarta, bahwa ; yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang  memenuhi syarat-syarat tertentu. “ 3) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung ; Alumni, 1984, hal.2
Perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana Perbuatan semacam itu disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”, yang meliputi perbuatan yang dilarang dan orang yang  melanggar larangan itu. Jadi terhadap orang yang melanggar larangan itu atau disebut pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Sanksi Pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu


Pada kasus kejahatan penadahan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, antara lain ; penggelapan,penipuan

Serta yang sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu penadahan barang-barang yang berasal dari kejahatan pencurian. Di dalam menjatuhkan pidana terhadap penadah dan  pencurinya hakim harus akstra hati-hati. Oleh karena , sebagaimana diketahui bahwa dalam tindak pidana penadahan, terutama tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan, jika dilihat dari sikap batin pelaku sebenarnya lebih jahat dari pencurinya. Apa sebabnya demikian, sebab pelaku sudah tahu asal-usul barang tetapi saja melakukan perbuatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari ancaman pemidanaannya yaitu pasal 481 (1) KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Pasal 481 (1)  : barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari  kejahatan, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal  362           :  Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena  pencurian, dengan pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dengan demikian hakim harus dapat menentukan pidana yang tepat terhadap pencuri dan penadahnya, dalam arti serimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Pedoman pemberian pidana sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penadah dan pencurinya, karena apabila putusan hakim tidak sesuai dengan masyarakat, misalnya  putusan yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, hal ini akan mengecewakan masyarakat.


Untuk menjatuhkan suatu sanksi yang berupa pemidanaan hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang serta memperhitungkan segala sesuatu dengan perkara yang dihadapinya.

Menurut Sudarto bahwa :


“Salah satu titik control yang harus diperhitungkan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah tujuan pemidanaan itu sendiri, Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi,
2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.” 4) Sudarta, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2002, hal.81
Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya  perlindungan dan penanggulangannya terhadap tindak pidana penadahan oleh aparat penegak hukum, dan pelaksana lembaga peradilan serta peraturan perundang-undangan yang cukup memadai sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cukup canggih.

 B.  Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Faktor penyebab apa sajakah yang menimbulkan tindak  pidana penadahan khususnya terhadap harta benda hasil tindak pidana pencurian ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan ?

3. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan ?

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Poltabes  Samarinda.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Yuridis Normatif.
Penelitian ini dilakukan dengan membaca Undang- undang atau peraturan hukum,  mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian  Yuridis Sosiologis ( Empiris ).
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang problematika alih debitur dalam perjanjian kredit pemilikan rumah.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

A. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penadahan, Khususnya Terhadap Harta Benda Hasil Tindak Pidana Pencurian.

Pada bab kedua ini penulis akan menguraikan dan membahas hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan keterangan dan data-data pada Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dalam hal ini penulis akan berbicara dan mengetengahkan mengenai faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan, khususnya terhadap harta benda hasil tindak pidana pencurian. Oleh karena itu jika berbicara mengenai faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan tentu tidak terlepas dari pada melihat dan meneliti terlebih dahulu mengenai banyaknya tindak pidana pencurian, tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian, dan pelaku pencurian tidak tertangkap. Faktor watak ( charakter),dan faktor lingkungan.

Dalam hal ini faktor Dominannya yaitu :

Faktor banyaknya tindak pidana pencurian;

Faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Faktor pelaku pencurian tidak tertangkap;

Faktor watak ( charakter)
Faktor lingkungan.

Faktor-faktor diatas merupakan bahan pertimbangan serta pedoman untuk menilai timbulnya suatu tindak pidana penadahan oleh para hakim atau majelis hakim di  dalam mengambil suatu putusan hukuman, baik penjara maupun kurungan serta hukuman yang lainnya.

Seperti yang telah dibicarakan diatas bahwa faktor – faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan adalah :

Faktor banyaknya tindak pidana pencurian

Faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Faktor pelaku pencurian tidak tertangkap;

Faktor watak ( charakter);
Faktor lingkungan;

Ad. 1. Faktor banyaknya tindak pidana pencurian dikarenakan sebab-sebab berikut :

Karena kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya tingkat pendidikan yang kurang memadai.

Karena perekonomian

Bahwa dalam kehidupan masyarakat manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya,mengadakan kerja sama saling bantu membantu guna mencukupi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup upaya yang ditempuh ada beberapa macam cara agar bisa berhasil. Salah  satu cara negeri biasanya ditempuh dengan melanggar hukum atau dengan melakukan suatu kejahatan/tindak pidana, mereka menempuh dengan jalan tersebut dikarenakan tingkah atau keadaan ekonomi yang rendah.

Karena lingkungan

Lingkungan dalam masyarakat akan mempengaruhi keadaan dan jiwa seseorang. Apabila lingkungan baik maka secara otomatis akan mengarahkan dan membimbing manusia ke arah yang baik dan benar. Apabila lingkungannya kurang baik maka akan mengarahkan dan membimbing manusia kejalan yang kurang baik.

Ad.  2.  Faktor tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan sebab-sebab berikut: 

Karena watak (charakter) seseorang.

Watak (charakter) merupakan kepribadian seseorang yang timbul dalam masyarakat. Misalnya seseorang dalam menghidupi keluarganya harus dengan jalan melanggar hukum karena sesuatu hal atau situasi terdesak dengan jalan tersebut watak (charakter) seseorang tersebut mengharuskan untuk berbuat/bertindak keras untuk mendapatkan keuntungan, walaupun jalan yang ditempuh adalah tidak benar.

Kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk taat dan tunduk pada hukum yang berlaku.

Ad. 3. Faktor pelaku pencurian tidak tertangkap dikarenakan sebab-sebab berikut :  

Karena kecanggihan

Dalam melakukan tindak pidana pencurian, pelaku menggunakan teknologi yang canggih, misalnya, pencurian pulsa telepon.

Ad.  4.  Faktor watak ( charakter)

 Watak ( charakter) merupakan kepribadian seseorang yang timbul di dalam masyarakat, watak (charakter) seseorang dapat dilihat mulai anak-anak. Apabila watak  seseorang tersebut mulai anak-anak sudah jahat atau mempunyai kebiasaan jahat maka secara otomatis kebiasaan atau kelakuan tersebut terbawa sampai dewasa.

Ad.  5.  Faktor lingkungan


Lingkungan dalam masyarakat akan mempengaruhi jiwa dan keadaan seseorang. Apabila lingkungan baik maka akan mengarah dan membimbing manusia ke arah yang baik dan benar. Apabila lingkungannya kurang baik maka akan mengarah dan membimbing manusia ke jalan yang kurang baik.


Dari uraian dan penjelasan mengenai faktor dominan penyebab timbulnya tindak pidana penadahan khususnya terhadap harta benda hasil tindak pidana pencurian tersebut, jika dari lima hal faktor tersebut dikaitkan dengan peristiwa atau permasalahan yang timbul dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dari Kantor  Kejaksaan Negeri Samarinda, yaitu mengenai tindak pidana penadahan yang telah dilakukan oleh seseorang tersangka ( Nama tidak disebutkan ), yang telah dituntut oleh jaksa, dalam hal ini selaku Penuntut Umum dengan diancam pidana yang  dirumuskan dalam pasal 480 ayat (1) KUHP pidana, tentang tindak pidana penadahan. (5Wawancara dengan Pihak Kejaksaan Negeri Samarinda, tgl. 17 -09-2012)
Adapun kejahatan yang berbentuk penadahan yang dilakukan


        Bertitik tolak dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, yang memperoleh keterangan dari seorang Jaksa dari  Kejaksaan Negeri Samarinda (Nama tidak disebutkan ) yang ditunjuk serta menangani dalam bidang survey atau penelitian. 

Adapun kejahatan yang berbentuk penadahan yang dilakukan oleh seorang tersangka / terdakwa ( Nama tidak disebutkan )  yang diancam dengan pidana pasal 480 ayat 1KUHP tersebut, telah mempunyai hubungan sebab akibat faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi untuk melakaukan kejahatan yang berupa penadahan.

Ini dapat diketahui dari hasil tuntutan jaksa yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan secara PSYCHOLOGIS maupun sosial si pelaku dan hasil pertimbangan serta kesimpulan hakim atau, majelis hakim di dalam menentukan pidana penjara atau kurungan atas diri Tersangka ( Nama tidak disebut )

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, yakni mengenai hal tindak pidana penadahan yang telah dilakukan terdakwa bernama (Nama tidak disebutkan) yang terbukti dengan adanya perkara pidana No.353/Pid/S/PN/Smda/1995, di Pengadilan Negeri Samarinda yang diancam pidana pasal 480 (1) KUHP.

Dengan melihat dari pertimbangan dan dasar tuntutan jaksa sebagai jaksa sebagai penuntut umum yang telah memberatkan tersangka, yaitu : merugikan pihak lain. Sedangkan yang meringankan bagi terdakwa yaitu : mengakui secara terus terang masih usia muda yang mempunyai harapan menjadi orang yang lebih baik dan dapat berguna bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya keluarga pada khususnya, belum pernah di hukum.

Analisa Kasus : Bahwa terdakwa ( Nama tidak disebutkan ) pada hari selasa tanggal  27 juni 1995 telah diketahui membawa untung telah menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatunya disangkanya diperoleh karena kejahatan, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

Terdakwa telah membawa dan kemudian menyimpannya dirumah saksi Sipulan ( Nama samaran) tersebut sebuah barang berupa sebuah pesawat televisi merk Digitec ukuran 14 inc atau setidak-tidak sebuah pesawat televisi, padahal terdakwa mengetahui atau sepatutnya menyangka bahwa diperoleh dengan jalan kejahatan , karena terdakwa  tidak mempunyai surat-surat yang sah ataupun bukti kwitansi sebagai bukti pembelian. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita kerugian Rp.415.000,- atau  setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000,-. Berdasarkan laporan polisi Nopol LP/110/VI/1995/Sek pada tanggal 30 Juni 1995 atau nama Ngatijo bin Mukmin, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal  Samarinda, disangka telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu dengan mengambil, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan.


Adapun  selanjutnya dari tersangka, bahwa tersangka melakukan pencurian tersebut karena tersangka ingin menyimpan dan menyembunyikan barang atau tersebut, maka ia melakukan perbuatan melanggar hukum. Tersangka melakukan kejahatan tersebut dengan jalan mudah yaitu dengan masuk lewat pintu belakang karena biasanya pintu belakang tidak dikunci, dan tersangka sering bermain ke rumah korban yang mana adalah tetangganya sendiri, setelah tersangka masuk kemudian menyimpan pesawat televisi ke rumah tersangka dan kemudian disimpannya . Ternyata keterangan tersangka itu palsu, karena tersangka sebenarnya tidak melakukan pencurian melainkan melakukan tindak pidana penadahan. Hal ini terbukti dengan dakwaan subsidairnya yaitu pasal 480 ayat 1 KUHPidana. Dengan demikian perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke : 1 KUHP.


Dengan demikian dari uraian tersebut, dapat disimpulkan dan dirumuskan bahwa faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan meliputi faktor banyaknya tindak pidana pencurian; faktor tidak  jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian : faktor pelaku pencurian tidak tertangkap, faktor watak  (charakter) dan faktor lingkungan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berat Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil pencurian dengan mengingat nilai-nilai berkembang di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi, maka bagi hakim harus mampu menemukan dan  merumuskan nilai tersebut, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.


Di dalam KUHP kita hanya memuat berat ringannya kejahatan yang dilakukan seseorang, sedangkan, untuk memperberat atau memperingan pidana tidak dicantumkan di dalam KUHP. Karena untuk memperberat atau memperingan suatu pidana membutuhkan suatu pertimbangan dari hakim, karena menyangkut sifat dari diri pribadi si pelaku sendiri. Misalnya pada kasus penadahan yang dilakukan oleh (Nama tidak disebutkan), antara lain sebagai berikut : 

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diperbaiki tingkah lakunya.

Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;

Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim tersebut tentu saja dapat menjadi sarana pemberat peringan dari terdakwa di dalam menerima pidananya. Pidana yang dijatuhkan  kemungkinan akan menajdi berat dibandingkan  seandainya ia berusaha membantu hakim untuk memperlancar pemeriksaan di persidangan Pengadilan. Penjatuhan pidana terhadap penadah lebih ringan dari pada pencurinya, sebab dalam hal ini pencuri masih mendapatkan keuntungan dengan cara menjual barang kepada penadah. Yaitu dengan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan barang curian tersebut dari penadahan. Sedangkan seorang penadah masih harus membeli dan  membayarnya dengan uang dimana ternyata barang tersebut hasil curian.

Dan dalam kasus penadahan yang dijatuhkan oleh (Nama tidak disebutkan), oleh pihak yang berwajib dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan terhitung mulai tanggal 2 juli 1995.

Demikian Keputusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawaratan hari ini tanggal 20 September 1995 dan  pada hari itu juga keputusan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh sidang terbuka untuk umum, oleh HakimKetua, Hakim Anggota, Panitera Penganti, Tersangka ( Nama tidak disebutkan).

Melihat isi keputusan Pengadilan Negeri Samarinda di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana di dasarkan pada dua dakwaan yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dakwaan primair didasarkan pada ketentuan pasal 362 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair pada ketentuan pasal 480 (1) KUHP.

Dalam pasal 362 KUHP dikatakan :

Barang siapa mengambil 1 barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dalam pasal 480 (1) KUHP dikatakan :

Barang siapa menjual, menawarkan,  menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkui, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan. 6( R. Soesilo, KUHP). 
Dengan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersangka (Nama tidak  disebutkan), tersebut diatas terbukti diatas terbukti dengan dakwaan melanggar pasal 480 (1) KUHP. H al ini disebabkan karena terdakwa menyimpan dan menyembunyikan televisi tersebut tanpa seijin pemiliknya. Dan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa.


Atas kasus tersebut diatas Pengadilan Negeri Samarinda yang dilaksanakan oleh Mejelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 


Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Esa, dengan Surat Keputusan Nomor. 353/Pid/S/1995/PN.Smda. Selain itu Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana ini telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa, bernama : Tersangka

(Nama tidak disebutkan) dilahirkan : Samarinda, umur 23 tahun jenis kelamin laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : pelayan toko, sampai dengan 3 oktober 1995, bersalah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dengan  ketentuan pasal 480 KUHP.

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara 2 bulan dikurangi waktu lamanya terdakwa dalam tahanan sementara. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga keputusan ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebsar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).Menetapkan barang buktik berupa : sebuah TV Digitec 14 inc ini dikembalikan kepada pemiliknya.


Demikianlah keputusan ini dijatuhkan dalam sidangn perkara pidana hari ini rabu tanggal 20 September 1995 dan pada hari itu juga keputusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh: Hakim Ketua, Hakim Anggota, Jaksa Penuntut Umum( Nama tidak disebutkan), Demikianlah uraian mengenai faktor-faktor yang menpengaruhi berat ringannnya pidana yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan ini.

C. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dipergunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penntut umum. Demikian juga dalam praktek pengadilan jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang diduga atau didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sejalan dengan tugas jaksa tersebut hakim setelah memeriksa dalam sidang pengadilan, maka dengan putusannya menentukan apakah dakwaan jaksa terbukti atau tidak.

Di dalam pemeriksaan suatu perkara untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa maka harus diperiksa satu persatu atau unsur demi unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.

Hakim dalam menentukan hukum atas perbuatan seseorang terdakwa harus pula disertai pertimbangan-pertimbangan baik dalam melakukan suatu penafsiran apakah aturan hukum positif yang dijadikan dasar dakwaan jaksa dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Dan selanjutnya penulis akan mengemukakan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan ancaman pidananya lebih ringan dari pada  pencurian. Sebab, penadah masih harus mengeluarkan biaya atau ongkos untuk mendapatkan barang yang ditadah tersebut. Dan dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh tersangka( Nama tidak disebutkan) oleh pihak yang berwenang dijatuhi hukuman penjara selama  2 bulan terhitung mulai tgl 20 September 1995. Mengenai pelaku tindak Pidana penadahan yang terdapat di Pengadilan negeri Samarinda.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Tindak pidana penadahan atau istilah yuridis disebut  “Handeling”
Adalah merupakan kejahatan atas suatu benda atau barang orang lain dalam penguasaannya yang diperoleh dari hasil kejahatan orang lain.

Tindak pidana penadahan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan adanya faktor banyaknya tindak pidana dan pencurian, tidak jeranya pelaku pencurian dalam melakukan tindak pidana pencurian, pelaku pencurian tidak tertangkap, faktor watak ( charakter), dan faktor lingkungan.

Di dalam suatu pengetrapan pasal dan penjatuhan pidana masih kurang memadai dengan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana penadahan yang melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan berulang-ulang.

Di dalam menjatuhkan ancaman berat ringannya pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan harus secara adil, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang mampu memenuhi rasa  keadilan masyarakat.

Di dalam upaya penyelesaiannya tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang dilakukan atau dilaksanakan oleh  aparat penegak hukum dengan cara pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Secara normatif penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di wilayah Penagadilan Negeri Samarinda, jauh lebih ringan, akan tetapi penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim yang ada sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut. Dengan pertimbangan usia relatif muda, mengaku terus nterang dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan bersikap sopan  dalam persidangan. 
B.  Saran – Saran
Adapun saran-saran saya yang dapat dikemukakan adalah :

Perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih meningkat diantara para aparat penegak hukum untuk menghadapi para penjahat, dalam hal ini pelaku tindak pidana penadahan.

Agar upaya penyelesaiannya tindak pidana penadahan dapat berhasil dengan baik, perlu adanya penggunaan pasal secara tepat dengan perbuatannya, dan  demikian pula di dalam menjatuhkan putusan pidana harus memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan seseorang menjadi jera akibat hukuman pidana tersebut, agar tidak melaksanakan atau mengulangi perbuatan itu kembali.

Meningkatkan frekuensi pemeriksaan dan  penyempurnaan sistem Administrasi dalam pengurusan surat-surat penjualan, pembelian, maupun pengangkutan terhadap suatu pembelian barang atau benda agar cepat diketahui bila ada hal-hal yang mencurigakan.

Menindak tegas dengan memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku pencurian.

Di samping empat tersebut, ini perlu memperoleh perhatian semua pihak yang terlepas dari perhatian pemerintah/negara, untuk memberi ketrampilan bagi mereka yang tidak mempunyai ketrampilan serta pemberian lapangan kerja maupun memberi kesempatan berusaha sendiri dengan pemberian fasilitas yang ada untuk berusaha. Hal ini kita lihat suatu motto yang pernah dikeluarkan oleh seorang ahli psikologi sosial, bahwa untuk menanggulangi suatu kejahatan, khususnya yang tepat untuk negara berkembang berilah mereka lapangan kerja/kehidupan yang layak tentu akan mengurangi kejahatan yang timbul di masyarakat. Karena di dalam negara berkembang faktor lingkungan ekonomi ekonomi, dan pergaulan yang mendorong orang melakukan kejahatan.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini, semoga bermanfaat dan Tuhan senantiasa tetap memberikan rahmatnya.
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